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  LEMBARAN DAERAH 
KOTA DEPOK 

 
NO. 05                                                                                                                          TH. 2007 

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK 
NOMOR 05 TAHUN 2007 

 
TENTANG 

 
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA DEPOK, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kependudukan perlu diadakan 

penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan 

secara terpadu, terarah dan berkesinambungan;  

  b. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 

maka perlu adanya penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 

2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Sipil; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang 

Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 463); 

  2. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan 

Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 1288); 
3. Undang ...

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/53uu09.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/55uu09.pdf
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  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3019); 

  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3209); 

  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II 

Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3828); 

  6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3851); 

  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4235); 

  8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

  9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

 

 

  

10. Undang ... 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/74uu01.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu08.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu015.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/02uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf


 

Perda Kota Depok Nomor  05 Tahun 2007 

 

3

  10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Tahun 2004 Nomor 4438); 

  11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634); 

  12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4674); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3050); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 

1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan 

Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara 

Tahun 1994 Nomor 54); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4737); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 
19. Keputusan …

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/06uu012.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/06uu023.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/75pp09.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/83pp027.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/88pp06.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/94pp031.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp037.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.pdf
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  19. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan 

Sipil di Daerah; 

  21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27); 

  22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 33); 

  23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Tahun 2003 Nomor 34); 

   

 Dengan Persetujuan Bersama 
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK 
 Dan 
 WALIKOTA DEPOK 
 M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYELENGGARAAN 
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 

   

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

  1. Kota adalah Kota Depok. 

  2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok. 

  3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. 

  4. Walikota adalah Walikota Depok. 

  5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok. 

 
6. Kepala … 

http://www.bphn.go.id/
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  6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Depok. 

  7. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah 

Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Walikota. 

  8. Lurah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada 

langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. 

  9. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota yang bertanggung jawab 

melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. 

  10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk 

pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 

  11. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing 

yang bertempat tinggal di Indonesia. 

  12. Warga Negara Indonesia adalah warga negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

  13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 

  14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh 

Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik 

yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil. 

  15. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat 

yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil. 

 

 

 

 

16. Pendaftaran … 

http://www.bphn.go.id/


